
f
Dipindai dengan CamScanner

egaraTahun 2003 Nomor 145: Tambahan Lernbaran

Repu blik Indonesia Nomor 4340);

Pembemukan Kabupaten Surnbawa Barat di Pro rinsi .u sa

Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik ndones'a

Ie tang2, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003

ke emuan mengeriai Jenis dan Ilutu pelayanan dasar yang

merupakan Urusan Pemerimahan - ,'aoob yang ber ak

diperoleh \ /arga J .egara secara minimal:

c. bah va berdasarkan penimbangan sebagairnana dirnaksud
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MEMUTUSI N:

Men tapkan : PERATURAN BUPATI TENT NG PENERA N
PEL Y N MNIMALBID NG S H T N.

. Un n -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tert ang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubaban Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambaban Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tabun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita

Negara Tabun 2018 Nomor 1540);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4

Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu

Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang

Kesehatan;
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Pasal4
( ) Pemerintah Daerah menjamin penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai

PMBidang Kesehatan.
(2) Jenis pelayanan dasar pada SPMBidang Kesehatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang wajib dilaksanakan

Daerah yang terdiri atas :
a) pelayanan kesehatan ibu harnil;
b) pelayanan kesehatan ibu bersalin;
c) pelayanan kesehatan bayi baru lahir;

d) pelayan kesehatan balita;
e) pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;

f) pelayanan kesehatan pada usia produktif;

g) pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
h) pelavanan kesehatan penderita hipertensi;

i) pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;

j) pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;

k) pelayananan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan

1) pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi viru yang

melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Viru )
.ang bers'fat peningkatan/ promotifdan pencegahari/ preueritif.

( ) P layanan yang bersifat peningkatari/ pro motif dan pencegaha /preu if
gaimana dirnaksud pada ayat (2) melipu i:

p ni gka k hata

Ji

Bagian Kesatu

Jenis

BAB III

JE IS D T H PANPENERAPANSPMBIDANG KESEHATAN

n inirnal.
an m njamin mutu pelayanan kesehatan k pada

iav ba
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Pasal6

(1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a
dilakukan secara berkala untuk memperoleh data tentang jurnlah dan kualitas

barang danj atau jasa Kebutuhan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga

Negara secara minimal.

(2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mencakup:

a) jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh
barang dan / atau jasa SPMbidang kesehatan.

b) jumlah barang danjatau jasa yang tersedia termasuk jumlah sarana dan
prasarana yang tersedia.

(3) Identitas Iengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling kurang
memuat informasi mengenai:

a) nama lengkap;

b) nomor induk kependudukan;

c) tempat dan tanggallahir; dan

Bagian Kedua
Tahapan Penerapan

Pasal 5
(1) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dilakukan

dengan tahapan:

a) pengumpulan data;

b) pengbitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
c) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar;
d) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

(2) Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh
Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan jenis SPM.

yanan r pad SPM dilak: anakan pada fa. ilita pe]ayanan kesehatan
rnilik p merintah p .u a ,pemenntah aerah, maupun wa tao

( ) Pelayanan asar sebagaimana dimak ud pada ayat (4) dilaksanakan oleh

t naga kesehatan sesuai d ngan kompetensi dan kewenangan.

(6) Selain oleh tenaga kes hatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk Jenis

Pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar

fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan.

(4j

d) p n ha k ca .a f' n; , n
) h hili . i.
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PasaI9

(1) Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan SPM
Bidang Kesehatan sesuai dengan rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 8 ayat (1) .

(2) Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian program dan kegiatan

berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap
tahunnya.

(3) Pelaksanaan pemenuhan SPMberupa penyediaan barang dany atau jasa yarlg

dibutuhkan sesuai standar teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian
Kesehatan.

Pasal 8
(1) Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pernenuhan

Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) ke dalam Renstra Perangkat Daerah dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah.

(2) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolak ukur
kinerja Perangkat Daerah.

Pasal 7
(1) Perangkat Daerah menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang

darr/ t .a au jasa dan sarana dan Zatau prasarana berdasarkan jumlah Warga
Negara penerima dan mu Pelayanan Dasar sesuai Standar Teknis yang

dikeluarkan oleh Eementerian Kesehatan.

(2) Kete sediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pihak Badan

Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, lembaga non pemerintah,

masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.

(3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk

menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar

biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) alamat lengkap.
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BABV

PENGUKURANKINERJAPENERAPANSPM BIDANGKESEHATAN
Pasal 12

(1) Pengukuran kinerja penerapan SPM Bidang Kesehatan diukur berdasarkan

cakupan Warga Negara yang menerima Pelayanan Dasar secara minimal
sesuai jenis SPMBidang Kesehatan dalam satu tahun.

Pasal J 1

Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) mempunyai
tugas meliputi:

a) rnenyusun rencana aksi penerapan SPM;
b) melakukan koordinasi teknis penerapan SPM dengan unit teknis;
c) mengoordinasikan pendataan, perriutakhiran dan sinkronisasi terhadap data

terkait kondisi penerapan SPM secara pericdik;

d) mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan Perangkat

Daerah;
e) mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran Perangkat

Daerah;
f) mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam

pemenuhan penganggaran penerapan SPM;

g) mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM;
h) mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM;

i) melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai
penerima manfaat;

j) menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM.

ABIV

KOO DINA J TEKNIS PENERAPANSTANDARPELAYANANMINIMAL

Pasal10
(1) Kepala erangkat Daerah berwenang rnengoordinasikan secara teknis tentang

pelaksanaan SPM i ang Kesehatan di aerah.

(2) Koordinasi t k is sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a) penerapan, pemantauan dan evaluasi teknis SPM Bidang Kesehatan; dan

b) penanganan isu dan permasalahan penerapan SPMBidang Kesehatan.

(3) Untuk p laksanaan koordinasi teknis sebagairnana dimaksud pada ayat (2)

dibentuk Tim Penerapan SPM Bidang Kesehatan yang ditetapkan melalui

Keputusan Kepala Perangl at Daerah.
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BAB VII

PELAPORANPENERAPANSPMBIDANGKESEHATAN
Pasal 15

(1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan SPM Bidang Kesehatan
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Format laporan penerapan SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABVI
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk pencapaian target sesuai SPM
Bidang Kesehatan dibebankan pada;

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);dan Zatau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 13
(1) Capaian kinerja Perangkat Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap

jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan Harus 100% (seratus

persen).
(2) Dalam hal target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka

dilakukan analisis penyebab permasalahan dan menyusun rencana strategis
pada tahun berikutnya guna menjangkau sasaran secara menyeluruh.

(5) Sasaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan

keputusan Bupati.

riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari hasil

ngumpulan data yang memuat jumlah dan identitas Iengkap Warga Negara

, ng berhak memperoleh barang dan / atau jasa SPMBidang Kesehatan.

(4) Sasaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selaras dengan hasil

kunjungan keluarga pada Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan
Keluarga (PIS-PK).

(3)

(1) m ru

(2) Sasaran .b ga' d Iai a a p ngu: uran kinerja sebagamana dimaksud pada ayat
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BERlTA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEl- SUMBAWA BARAT,

2021Padatanggal
"D'undangkan di Taliwang

~
W. MUS 'AFI IN

Ditetapkan di Taliwang

/.pada tanggal 2021
;I BUPATI SUMBAW~ B7T'

BABIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

irii dengan penempatannya dalam Berita Dae ah Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB VIII

PEMBINAAN DA r PENGAWASAN

Pasal 16
(1) Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan

melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Dinas Kesehatan di
Daerah.

(2) Pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Dinas Kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keten tuan Peraturan Perundang­
un angan.
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RPJMD.
D. Arah Kebijakan

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan kornitmen yang telah

diterapkan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dalam
rangka penerapan dan pencapaian SPMyang dituangkan dalam KUA.

BABII Penerapan dan Pencapaian SPM
A. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dasar yan.g diselenggarakan

oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh pemerintah
B. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah

dalam rnencapai SPMselama kurun waktu tertentu, termasu p rhitun an
pembiayaannya,

ngan l'

afta 1 i

B 1Pendah Iuan

L tar B lakang
Latar belakang memuat hal-hal yang berl aitan dengan alasan atau dasar
pertimbangan mengapa pernerintah daerah rnernutuskan untuk
menerapkan SPM,selain karena perintah perundang-undangan.

B. DasarHukum
Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang
melandasi atau menjadi dasar penerapan SPMoleh Pemerintah Daerah.

C. Kebijakan Umum
Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat
dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam

'N 'RA AN NAP LAYANAN MINIMAL BIDANG
U ATEN SUMB WA ARAT

t M T A

f

MnAWA T
TAIfUN 2021

AN 1 I A '1

I" Mr [1 N I
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C. Reali asi

Realisasj adalah target yan d. . ,
, g apat dicapai atau direaIisasikan oleh

Pemenn tab daerah s 1 1 (
. e ama satu) tahun anggarandan membandingkan

dengan rencana t t '
arge yang dltetapkan sebelumnya oleb pemerintah

daerah yang bersangkutan.
D. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsungyang
ditetapkan dalam APBDdalam rangka penetapan dan pencapaian SPM
oleh pemerintah daerah, yang bersumber dan :
a. APBD;

b. APBN;

c. Sumber dana lain yang sah.
E. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang

terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

F. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi

dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahaan in ernal

maupun ekstemal dan langkah-Iangkar penyelesaian masalah yang

ditempuh.

BABIIIProgram dan Kegiatan
Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BABIVPenutup


